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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 1 TAHUN 2011

" TENTANG
. - PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
' TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ARU
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Repubilik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569);
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. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atfas Tanah dan Bangunan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsl, Kolusi dan Nepofisme {tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); o

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik indonesia
~ Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Mdijelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4310); -

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan de(}pateh Seram Bagian Timut, Kabupaten

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003});

. Undang-Unddng. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355); -

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunddng-Undangan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tdmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421); :

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahuh 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana felgh divbah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
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Daerah (Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2008 No_r'nor 59, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); . '

12.Undang-Undang. Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan An_’r__qrc 'Pem_a_r_i‘n’fch.Pusot dan

Pemerinfahian Daerah {Lermbaran Negara Republik indonesia, Tahuh 2004 Nomor 126, Tambatian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); '

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah. {Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

" 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakit Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); . ' :

15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran ‘Negara Republik Indonesia’ Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan
Lembaran Negdra Republik Indonesia Nomor 4029); ' '

16.Peraturan Pemerintah Républik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpingn: dan:Anggota DPRD. {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan . Leribardn Négara” Républik Jndonesia Norrior: 4416) - sebagaiman

. Leit . d 16} seb; G_telah’ dibughdengan
Peraturan Pemierintah Nomor-37 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kediudukan Protokoler dan Keuangan Pimpingn dan Anggota. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 4540);

17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuvangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. 4502);

18.Peraturan Pemerintah Rébub_ﬁk Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503} _ :

19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ‘Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indorniesia Nomor
457 4);
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20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

»1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576); '

22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembdron Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik _Indonesic Nomor 4577);

23.Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negard Republik
Indonesia Nomor 4578); ‘ , .

24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25 Pergluran Pemerintah Republik indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggardan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4592);

26.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuvangan dan Kinerja
instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun- 2006 tentang Perubahan keenam Atas

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4330);
28.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan -

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Profokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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© 31.Keputusan Presiden Nomor 80

Menetapkan

26 Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 témeng Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemeriniah, Pemerintah Darerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

30.Peratur
{Lembaran Negara Republik In

_Indonesia Nomor 4741);

an Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgaonisasi Perangkal Daerah
donesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4330}, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan ferakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemeriniah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 1eniong Pengelompokan Kemampuan Keuangan
ngiawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan

Cara Pengembadlian Tunjangan Komunikasi Infensif dan Dana

Pemerintah {Lembaran Negara

33.Peraturan Menteri
Daerah, Penganggaran dan Pertanggu
Perwakilan Raokyat Daerah serta Tala

Operasional; |
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 1. : .

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011



Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerch Tahun Anggaran 2011 berjumiah Rp. 451,439,729,550.- dengan rincian sebagai

berikut:
P 1. Pendapatan
il a. Pend-opgfcm Asli Daerah - Rp. 17.377.768.574 -
i b. Dana Perimbangan Rp. 389,080,675,450,-
ﬁ c. . Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp.  58.446.906.000,- -
i Jumnlah Pendapatan Rp. 464,905,350,024 -
2. Belanja , — -
a. Belanja Tidak Langsung ‘
1) Belanja Pegawdai Rp. 108,822,178,508,-
2} Belanja Bunga Rp. 0.-
3) Belanja Subsidi Rp. 0.-
4) Belanja Hibah : Rp. 23,853,651,000.-
5) Belanja Sosial Rp. 14,164,792,069 -
é) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 17.881,800,000.-
7) Belanja Tidak Terduga Rp. 1,500,000,000.-

Rp. 166,222,421,577 .-

b. Belanja Langsung

1} Belanja Pegawai Rp 25,882,934,000.-
2) Belanja Barang dan Jasa  Rp. 113,348,303,221 -
3] Belanja Modal Rp. 161.418,483,550,-
- Rp. 300,649,720,771 .-
Jumlah Belanja Rp. 466,872,142 348 -
Surplus/(Defisit) Rp. (1,966,792,324.-}




Pembiayaan:

a. Penerimaan

. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. -65.191.337.265,-
sisa lebih pembiayaan anggaran. tahun berkenaan

Rp. 65.191.337.265.-
Rp. 1.000.000.000,-

Rp. 63.224.544.941.-

qu_ai 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimona dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagoimono dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak {erpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
Pasal 5

Pelaksanaan Pen}obcron APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan tebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. '



Pasal é

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan

peraturan Bupati ini
Bupati Kepulauan Aru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

pengundangan Peraturan

Ditetapkan di Dobo
—pada tanggal 14 Januari 2011

: BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2011 NOMOR 1




